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PENGANTAR EDITOR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunianya buku yang berjudul “Isu Keberlakuan
Sengketa Hukum Kewarisan” ini diterbitkan. Sholawat dan salam
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga yaumil
qiyamah.

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat
penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam
selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan.
Begitu juga dengan hak ahli waris non muslim terhadap harta
warisan pewaris Islam dalam hukum Islam tidak ada, seperti yang
ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw bahwa tidak berhak orang
muslim mewarisi orang non muslim, begitu juga sebaliknya tidak
berhak orang non muslim mewarisi orang mushm. Sedangkan dalam
Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Repulik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan
bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal
dunia, dan sementara Pengadilan Agama adalah pengadilan yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan bagi
orang yang beragama Islam. Dengan demikian jika terjadi sengketa
masalah warisan antara anak orang-orang yang beragama Islam
dengan non muslim maka harus diselesaikan melalui Pengadilan
Agama.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing. Dalam literatur hukum Indonesia sering
digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari
bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”,
Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras.
Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan,
wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang
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SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah
Swt atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, shalawat serta
salam selalu tercurah kepada pembawa rahmat semesta alam,
pemberi petunjuk jalan kebenaran dan keselamatan yakni Nabi
Besar Muhammad Saw.

Buku yang ada ditangan pembaca sekarang ini merupakan
pembahasan yang berorientasi kepada pengembangan dan metode
dalam penyelesaian masalah mewaris. Dalam keberagaman hukum
yang berlaku diberbagai daerah, maka perlu keserasian hukum yang
dijalankan untuk menjamin keberlakuan secara adil, seimbang dan
harmonis.

Saya menyambut baik usaha saudara penulis dalam
pengembangan khazanah keilmuan khususnya ilmu syariah bidang
sengketa hukum mawaris. Sekecil apapun karya tulis yang
dihasilkan oleh seseorang hendaknya mendapatkan menjadi
memotivasi bagi para penulis-penulis baru dalam bidang rumpun
ilmu yang dimilikinya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada penulis yang
telah menyumbangkan ilmunya dalam sebuah karya tulis ini.
Semoga apa yang telah dituangkan melalui buku ini bermanfaat bagi
kita semua. Amin ya robbal alamin.

Palangka Raya, 6 Agustus 2018
Rektor

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., M.H.
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A. Pendahuluan

Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan
bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum, dimana sistem
satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuannya
beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam suku,
bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang
hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum
Barat. Pengaruh ini memiliki dampak besar terhadap hubungan
manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum
antara anggota keluarga dalam penyelesaian sengketa waris.
Sengketa waris dapat muncul manakala terdapat ketiadaan atau
ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris

Hukum tumbuh dan berkembang secara evolusi dari waktu ke
waktu dan dari tempat ke tempat yang ada di muka bumi ini. Tidak
jauh berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum perkawinan,
hukum kewarisan pada dasarnya sudah tua usianya dan sudah sangat
lama dikenal di kehidupan masyarakat hanya saja dalam hukum
kewarisan ini relative sangat sulit untuk digali sejarah awal-awal
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Isu Keberlokuan Hukum Sengketo Kewarisan

Periode kedua yakni periode kesempurnaan Islam, masa ini
menghapuskan kriteria mendapatkan warisan dari pengangkatan
anak dan persaudaraan kaum muslimin dan menghapuskan
kewarisan yang hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki.*

Syariat Islam merupakan norma-norma’ yang mengatur
kehidupan umat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, yang
dalam realita tidak semua perkara dalam kehidupan masyarakat
dapat disclesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya dalam
penyelesaian masalah tersebut Indonesia yang dalam hal ini
merupakan negara hukum membentuk suatu lembaga Peradilan
Agama sebagai wadah menyelesaikan perkara tersebut dengan
menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum Islam.

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat
penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam
selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan.
Begitu juga dengan hak ahli waris non muslim terhadap harta
warisan pewaris Islam dalam hukum Islam tidak ada, seperti yang
ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw bahwa tidak berhak orang
muslim mewarisi orang non muslim, begitu juga sebaliknya tidak
berhak orang non muslim mewarisi orang muslim. Sedangkan dalam
Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Repulik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan
bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal
dunia, dan sementara Pengadilan Agama adalah pengadilan yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan bagi
orang yang beragama Islam. Dengan demikian jika terjadi sengketa
masalah warisan antara anak orang-orang yang beragama Islam
dengan non muslim maka harus diselesaikan melalui Pengadilan
Agama.

*Hasbiyallah, Belajar Mudah limu Waris, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007, h. 2.

Kamaruddin, Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris, Jurnal
Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, edisi Mei 2013, h. 22.
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tsu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan

Menurut Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (BW),
pengertian hukum waris terdapat pada pasal 171 ayat (a) KHI yang
berbunyi, “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing — masing”.

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan
islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa — siapa yang berhak
menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing — masing ahli
waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris
dilaksanakan.!' Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Wirasah atau
hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang
berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta
pembagian yang lazim disebut dengan faraidh. '

Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, diambil dari kata
mafrudha yang terdapat dalam Al — Qur’an surah An — Nisa ayat 7

yang berbunyi :
U Gt lilly 508015 gl &35 s G JB50

. Eio

V U g Uy 5K 31 A 8 Ui (308015 o5 L5

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa: 7)

Menurut Imam Takiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al
Husain, faraidh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat

107 ;
Ibid.
"Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,

Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2004, Him. 108
12M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata

Peradilan Agama, Jakarta:In Hill Co, 1991, Hlm. 42
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menghalangi terlaksananya waris. Ulama faraid menyebutnya suatu
kedaan dimana menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima
warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan hubungan pewarisan.
Keadaan-keadan tersebut ialah pembunuhan, seseorang yang
membunuh orang lain (si pewaris) maka ia tidak dapat mewarisi
harta peninggalan tersebut, berlainan agamam maksudnya ialah
bahwa seseorang yang beragama Islam tidak bisamewarisi kepada
orang non muslim begitu juga sebaliknya, perbudakan yakni
sesorang yang menjadi budak tidak bisa menjadi orang yang
mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.

C. Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia pewarisan ini ada dua jenis, yaitu secara tertulis
dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum perdata Barat (The
Civil Kode), buku II bab 12 dan 16, yang berlaku untuk golongan
Eropa, China, dan yang tunduk kepadanya, dan Hukum Islam bagi
orang Islam. Hukum tidak tertulis adalah hukum adat, berlaku untuk
masyarakat patrilineal, matrilineal, dan komunitas yang menerima
putusan Mahkamah Agung sebagai kekuatan hukum. Dalam sistem
hukum Indonesia, putusan Mahkamah Agung tidak mengikat
pengadilan yang lebih rendah, tetapi pengadilan yang lebih rendah
itu akan berorientasi pada putusan tersebut.

Pengertian hukum waris sendiri diungkapkan berbeda-beda
oleh beberapa para ahli sebagai berikut:

1. R. Santoso Pudjosubroto mengungkapkan yang dimaksud
hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan
bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta
benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih
kepada orang lain yang masih hidup.

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2012, h. 78.

2 Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum |,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 3.
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2) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-
saudara beserta keturunannya

3) Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta
seterusnya ke atas

4) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis
menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-
saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya

setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat

diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992.

Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau

dilakukan dengan Notaris.”'

2. Hukum Waris Islam
Hukum waris islam diatur pada pasal 171-214 Kompilasi
Hukum Islam. Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar
pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada
seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

a. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia
dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal.
Pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa
pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori
waris tetapi disebut hibah.

b. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat
orang yang mewariskan meninggal dunia.

c. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki
hubungan.22

2'Dapat dilihat pada
https://www.futuready.com/artikel/keuangan/mengenal-hukum-waris-di—
indonesia, diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

2smuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, Surabaya:
Bulan Bintang, 1978, hal. 36.
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permasalahan - waris. Sengketa tersebut tidak hanya dapat
menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai kepada tindakan saling
membunuh antara para ahli waris.”> Menurut penulis, setelah
menelaah beberapa teori, maka teori yang sesuai dan sering
digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Teori receptie
Masuknya Kerajaan Belanda mengubah tataran hukum waris

Islam di Indonesia melalui teori receptie, yaitu bahwa hukum yang
berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan
hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah beradaptasi dengan
hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck
Hurgronje (1857-1936). Kemudian teori ini didukung oleh Cornelis
Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa
muridnya. ¢

Teori ini menempatkan hukum adat sebagai sistem yang
diterapkan dan bekerja dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam
dianggap hanya sebagai sistem yang bersifat teoritis, walaupun pada
kenyataannya mayoritas masyarakat adat tersebut beragama Islam.
Implikasi lain yang muncul karena berkembangnya teori receptie
adalah dengan dibentuknya lembaga peradilan oleh pemerintah
Kerajaan Belanda yang memiliki kewenangan absolut dan relatif

yang berbeda.?’

N. M. Wahyu Kuncoro, WARIS: Permasalahan Dan Solusinya, Jakarta:

Raih Asa Sukses, 2015, hlm.12.
F, Satriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Tepat Dan Mudah Membagi

Harta Warisan, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, him. 8.
21bid., him. 9.
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d) Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah
tangga (Q.S. An-Nisa: 128)

3. Middle Theory : Teori sistem hukum

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan
untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hokum
terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya
hukum. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum
seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya
termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan
sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam
meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan
mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator
di dalam menjalankan perannya.29

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen
substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian
kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar
dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling
tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi.*

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan
agama sesungguhnya merupakan produk dari system hukum yang
cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan
nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut.
Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika
masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan
sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka
tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian
sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak
terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

PGatriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Tepat Dan Mudah Membagi
Harta Warisan..., him. 10.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1999, hlm. 45.
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e) Keadilan perbaikan
Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan
untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada
kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam
perlakuan atau tindakan hukum.”!

E. Teori Keberlakuan Hukum Waris di Indonesia

Dari pemaparan yang dikemukakan di atas maka yang menjadi
fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah menyangkut
beberapa teori hukum Islam di Indonesia. Beberapa teori-teori yang
berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Teori Kredo atau Syahadat

Teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang
menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan
bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai
konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari
Al-Qur’an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah : 179,
Ali Imran : 7, An-Nisa : 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori
ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang
dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, The Modern T) rend
of Islam (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas
hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang
sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada
hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat
Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat
Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan
terhadap perintah Allah dan Rasulullah.

Menurut analisis Jaih Mubarok, teori ini bersifat idealis karena
tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan
cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun
Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap
hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas

Lihat  di  hup://siswamaster.blogspot.co. id/2016/01/teori-keadilan-
menurut-aristoteles-dan-contoh. html, di akses pada tanggal 23 Maret 2017.
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Menurut Soekarno, ia merupakan gentlement agreement,36
merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam
dan pihak kebangsaan.3 7

Lahirnya Piagam Jakarta merupakan bagian dari keberhasilan
usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan
berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Sebelum Piagam
Jakarta lahir, terjadi perdebatan pemikiran tentang negara Islam
(Islamic State) dan negara Muslim (Muslim State). Untuk ungkapan
Muslim state, Supomo menyebut dengan ungkapan “Negara
berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Dalam pidatonya
pada tanggal 31 Mei 1945, antara lain ia mengatakan sebagai
berikut.*®

Bagaimana dalam negara yang saya gambarkan tadi akan
berhubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang
terhormat Moh.Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa
dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara
dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua
paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang
menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan
anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah
negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan
urusan Islam, dengan kata lain perkataan: bukan negara Islam. Apa
sebabnya di sini saya mengatakan “bukan negara Islam”, Perkataan
“negara Islam’ lain artinya dari pada perkataan “Negara berdasar
atas cita-cita luhur dari agama Islam.”

Menurut Supomo, dalam negara yang tersusun sebagai “negara
Islam”, negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan
agama ialah satu, bersatu padu. Ungkapan “negara Islam” menurut
Supomo tersebut dikemukakan sekitar 20 tahun lebih dahulu dari
ungkapan Islamic state sebagaimana dikemukakan oleh Rosenthal

34 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 19435,
Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, h. 279.

*Ibid., h. 115.

% Ibid., h. 118.
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Islam terhadap tujuh kata di atas. Dengan pencoretan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta tersebut, menurut Mohammad Roem,
golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susah
payah, merasa kecewa.”

UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
(walaupun pembukaannya tidak utuh dari sebagaimana yang
terdapat dalam naskah piagam Jakarta, setelah dikurangi tujuh kata,
di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang
pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Landasan filosofis
adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, dan landasan yuridis terdapat
dalam pasal 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan
bahwa negara berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Rumusan Pancasila). Sedangkan pasal 29 ayat 1 UuD
1945 berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
Terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Hazairin memberi komentar
antara lain sebagai berikut: Karena bangsa Indonesia yang beragama
resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan
Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadikan pula Kekuasaan-
Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar
pokok bagi negara Indonesia, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka tafsiran ayat
tersebut hanya mungkin sebagai berikut: (1) Dalam negara RI tidak
boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-
kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah agama nasrani bagi umat Nasrani atau yang
bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-
orang Hindu Bali atau bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi
orang-orang Budha; (2) Negara R.I wajib menjalankan syariat Islam

3 Ibid,
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Indonesia.*’ Jadi, menurut Hazairin, teori Resepsi, yang menyatakan
bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah
diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana
dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje, adaklah teori Iblis (syetan)
dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus
dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud
dengan teori Receptie exit.®®

Menurut teori Resepsi Exit, pemberlakuan hukum Islam tidak
harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat.
Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan
berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang
memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1),UU
No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

e. Teori Receptio A Contrario

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,*
ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari
pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat
kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan teori resepsi dari Snouck
Hurgronje itu dibalik.

Umpama di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar sosl-soal
perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila
ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai,
tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan
hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan
dari teori Resepsi yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak

T Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahyn
1974, Jakarta: Tintamas, 1975, h. 8.

8 Ichtijanto, SA,S.H, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan
Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilagn
Agama, Jakarta: Dirbinperta Dep.Agama Rl, 1985, h. 262.

* Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1982, h.67.
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yang dapat dikenali wujud aslinya, tetapi sebagian lainnya sulit
dilacak aslinya.

Fenomena di atas wajar terjadi. Dalam hal ini, penulis melihat
terjadinya pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan hukum
Barat, contoh lain dikemukakan oleh Mahmassani tentang wesel dan
cek. Cek ini memang masuk dalam daftar istilah yang berasal bahasa
Arab yang ditulis oleh Montgomery Watt yaitu berasal dari kata
shakk yang berarti persetujuan tertulis. Kondisi sebaliknya juga
terjadi terhadap hukum Islam. Banyak negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam memodifikasi konsep hukum Islam
dan memberlakukan sistem “gado-gado” melalui sebuah proses yang
cukup rumit. Disamping itu eklektisisme juga terjadi antara hukum
Islam dan hukum adat. Adanya peraturan tentang harta gono-gini
adalah salah satu buktinya. Berangkat dari analisis ini, maka penulis
melihat bahwa pada masa kini hubungan antara hukum adat, hukum
Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi
mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi.
Dengan kata lain ketiga sistem hukum ini saling bergantung

(interdependensi) satu sama lain.

h. Teori Sinkretisme
Teori sinkretisme dikemukakan oleh Hooker setelah

sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia.
Menurut Hooker, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu pun
sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling
menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat,
yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran
hukum masyarakat. Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua
sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah.
Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik seperti
digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam dj
Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa. 52

52 M.B. Hooker, Adat Low in Modern Indonesia, Oxford: Oxford
University Prees, 1978, h. 36.

25




meresepsillln aC!at maupun hukum Islam, tidak
Ya sistem hukum tersebut pada sistedl}

M yang lajn :
kesadarap hukum ¢ otepi hendaknya disebabkan oleh adaafy

b . masyar. |
ahwa sister, hu yarakat yang sungguh-sungguh menghend.al??

. Ya0g berlaku. Dengan anggapad w
hu@m Adat dengan sistem B
- Sejajar dalam suatu masyar®’t
terjadi karepy oo > prS:g:Jsar tersebut tidak muncul begit® saf)
€na sify; Omod yang amat panjang Kondisi ini blsa;]

i menga;%f Islam terhadap bu.daya lokal. sikﬂP?
S :m dengap I;ﬂ;?in ttel‘jadinya hubungan erat & ati}‘
- STatnya fyy, at dalam kehi masy*"
1, salip Member: Ungan ters ebut meng]?a;?nlizin uaty sikape
®0erima dalam bentuk tatanat ™

ikiran p
Sebagn; eﬂ&l‘apa
Saiman, g: AN Hukum warie 4
3 1 n arls i
g Mg g ot 5]
AP menjaga aspirasi mere a.u:paﬂ
. > Udak hanya dalam kehid ar?
menge <Oeptyg) S ide o PN berbangsa dan b Big
lins " Peners,,’ SUngguh, 408 prakick hukum 15125
. apap uk uguhrlya telah eak ukul pem%
any. teorl t
M (syari‘at) dj Indonesi® i

leoal;cs: ,
Har . Va galistik ol
Hal ° erﬂipan Syari’at [slam harts mil:tﬂ”
' “Ngan pertanyaan: apakah SyRiﬁK
u alam sebuah konstitush aﬂﬁ)’g
as; Nya dapat menjaga b° o ot
diusghey, SY2ri’at melalui konstt™ g
o untuk mepjaga subta® :

Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan

agar agama bisa dijalankan secara baik. Oleh karena itu beliau tidak
setuju memisahkan antara subtansi dan formal.*?

Kelompok Hizbut Tahrir yang dianggap getol meneriakkan
perlunya Islamisasi melalui ideologi negara sebagai salah satu
prasyarat tegaknya syari’at Islam di wilayah hukum Indonesia.
Dalam pandangan Hizbut Tahrir, memperjuangkan tegaknya syari’at
Islam bagi seorang muslim adalah sebuah keharusan. Haruslah
menjadi keyakinan bahwa tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan
Islam, tidak ada Islam kecuali dengan syari’at, dan tidak ada syari’at
kecuali dengan daulah (negara).

Pemikiran ini disampaikan dengan mengemukakan suatu
argumentasi berdasarkan fakta sejarah dan keyakinan bahwa aturan
Allah pastilah yang terbaik. Hanya syari’at sajalah yang mampu
menjawab segala persoalan yang tengah membelit umat Islam
Indonesia baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun
pendidikan.**

b. Teori Pemikiran Strukturalistik.

Pendekatan ini menekankan transformasi dalam tatanan sosial
dan politik agar bercorak Islami, sedangkan pendekatan kultural
menekankan transformasi dalam prilaku sosial agar bercorak Islami.
Namun hubungan timbal balik keduanya sangatlah sinergis. Karena
transformasi melalui pendekatan struktural dimaksudkan dapat
mempengaruhi transformasi prilaku sosial sehingga lebih Islami.
Sebaliknya transformasi prilaku sosial diharapkan dapat
mempengaruhi transformasi institusi-institusi sosial dan politik

53Hasil wawancara dengan Khamami Zadan dan Efendi Edyar bertajuk
»Jika Syari‘ah Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam” dalam Tashwirul Afkar, h.
99-100, dikutip oleh A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat
Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, h.
20-21.

M. Isman Yusnto, Menuju Penerapan Syariah: Di antara Peluang dan
Tantangan, Suara Hizbut Tahrir Indonesia, dalam Masykuri Abdillah, at. al,
Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernagh
Tuntas, T.Tp, T.Th, h. 29-30.
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hukumperkawinan, hukum kewarisan, dan hukm wakaf yang telah
dikompilasikan.f’8

Terlepas dari kontrofersi bagaimana penerapan hukum Islam

| di atas, dari sudut pandangan kebangsaan, legislasi hukum Islam

yang berlaku khusus bagi umat Islam menimbulkan masalah

berkaitan dengan unifikasi hukum. Di satu sisi, legislasi demikian
dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hukum umat
Islam. Di sisi lain, produk hukum yang berlaku khusus untuk umat
(pemeluk agama) tertentu kontradiktif dengan keinginan untuk
mewujudkan unifikasi hukum dan menghindari dualisme hukum.
. Padahal unifikasi hukum diperlukan untuk menyelamatkan hukum

dari disintegrasi.59

Upaya ke arah unifikasi hukum nampaknya jarang dilakukan
oleh pemerintah maupun wakil rakyat atau dari pihak akademisi dan
praktisi hukum di Indonesia. Padahal, begitu banyak sekali
persoalan kemasyarakatan yang harus diselesaikan melalui jalur
legislasi, di antaranya mempersatukan keragaman hukum yang
tersebar dari berbagai sumber hukum menjadi hukum nasional.
Tidak adanya proses unifikasi hukum saat ini disebakan oleh tiga
faktor, yaitu :

1) Berkaitan dengan tingkat kerumitan proses penyatuannya

2) Ketiadaan netralitas hukum
3) Dianggap tidak perlu lagi menempuh jalur unifikasi

Dengan demikian, pemerintah saat ini lebih banyak
melahirkan hukum dalam perundang-undangan yang bersifat
spesifik bagi kalangan tertentu, tetapi diberlakukan secara nasional.

Di sisi lain, dengan legislasi hukum Islam akan dicapai
kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional. kesesuaian ini
akan menghindari kemandulan loyalitas sebagai muslim yang harus

S¥Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h. 5-6.
*Noel J. Coulson, The History of Islamic Law, diterjemahkan oleh Hamid

Ahmad, Hukum Islam Dalam Perspektif sejarah, Jakarta: P3M, 1987, h. 59.

31




|
|
|

H. Syaikhu, M.HI,

kerag 6:1nyi;:(api persoalan g
ang b
fa}ktual bagi keﬁid‘f;;ingar Pada nilai asas manusia adalah modd
angsa dan negara Indonesia. maka dala?
agama mempunyai ajarad a2
arus berwujud pluralitas hukur:
bidang-bidang yang terhadap®)’|
maka pembangunan !
n m p g ol

Men
am

S.A, H o injo®
H. atin - By, » Harmonisasi hukum, mem®” ¢
lafnnnomzatlo" of Low”rnaln dalam  bukynya lf‘T he Myth y
pada (y berbed a) ¢ adalah keadaan hukuy d unsur -11115“{
yang' i hasi] «araetap Utuh dan tigak b;nmb::}l,ganamun e
1n ns » , ‘
menciptaianelzkf ﬁ(}:n nikﬁ:? aYE}nlg Merupakan suatu kesel‘“‘;l::;:‘
enga Mikag; 81 kehidy ena ¥

engo o by i dalay g bdan. Yo ’
Unifikag; ap‘;; I(; Siona] .. cRCiptakan keadaan yang berten%r;ihﬂf
igama (InisalnyalhJ Persatuan bangsa dan negar?,

alam )
m admin?slt blqang-bldang netral .darl ?a]alﬂ]
Tas1 dan perburuan), jug?

Mencajy, y
Yangakup Nilaj dansua;l hu adalap, myagsgﬁ
a Yap:. I 8 ]
keagungay-, Hakim, 1 ™ Dikuy 1, S212h satu agpek poiik bukw™” il
Perkaws, - 930 k eluy, slam geqpr, : pek politi o W
Asp :lrfman, b mcihann"nis €sa ®Suai dengan kriteria dan P%_ keaflzﬂ]:
kehig, FOutik b @ kew, 0 hy Slam telah mampu mera.m-lahh f
Y anldu Yan llkumnya arlSan’ hy » mesklpun hanya mengunakan 15?l aSi ]Sl
hug, 12k Eg bhineka Mungkinta. or Wakafan, tanpa de-nom ity
H‘:IIZ Ora, ke:]a temya' FalSafah terbentukn ’a kegmggalaﬂ daﬂeﬂ}hﬁﬂ!
Pe Um Is[am aSyara ta May, id vang di y scbagal dibl f’ﬂj
Ah'::anguha di Indkatan dall:u menCa g dirumuskan m Pg
deoli’fHukumoneSiQ. kealaman P ?egala mas'alah Djaclaﬂ;ze ,

lik Hyy Nogi,, dalqy, - Lihat, A. Timur - Np““‘ %

u ISIa;nald o "OsPek Hukum Islam d‘; Ja

L, ’ Jakarta. "esia, Jakarta; 1994, b- 21 140- v

" Mema Insani Press, 1996 h.

1 atas, menurut Ichtianto S.A, bahwe|

Isu Keberlokuan Hukum Sengketa Kewarisan

bidang hukum pidana yang meskipun merupakan warisan kolonial
Belanda.®!

Oleh karena itu, menurut Rifyal Ka’bah, hukum Islam
memiliki cakupan yang lebih luas dari pada hukum nasional, maka
sebagian ketentuannya tidak memerlukan kekuasaan negara untuk
penegakkannya. Sebagian yang lain membutuhkannya dan sebagian
yang lain tidak membutuhkannya, bergantung pada situasi dan
kondisi.Dengan demikian, tidak semua ketentuan hukum Islam perlu
dilegislasikan. Ketentuan hukum Islam yang perlu dilegislasi adalah
ketentuan hukum yang memiliki kategori:

1) Penegakannya memerlukan bantuan kekuasaan negara.
2) Berkorelasi dengan ketertiban umum.

Kekuasaan negara yang diperlukan untuk penegakan hukum
Islam adalah kekuasaan peradilan, misalnya dalam kasus perceraian,
dan kewarisan, dan kekuasaan administratif (misalnya: pencatatan
perkawinan, dan pencatatan wakaf). Ada ketentuan hukum Islam
yang penegakannya bisa (meskipun sulit) dipaksakan dengan
kekuasaan negara, tetapi kurang berkorelasi dengan kepentingan
umum, misalnya kewajiban salat dan puasa.

G. Legislasi Hukum Waris dalam Penyelesaian Sengketa

Waris di Indonesia

Dalam soal legislasi hukum Islam di negeri ini, memang
“menyimpan” banyak keanehan, karena selalu saja muncul
kontroversi termasuk dari kalangan Muslim sendiri, yang
beranggapan, bahwa dengan legislasi hukum Islam, “diidentikkan”
dengan menghidupkan Piagam Jakarta. Banyak faktor yang
mempengaruhi di sini. Pertama, kekhawatiran lahirnya kembali
Piagam Jakarta adalah salah satu alasan. Kedua, boleh jadi
kekhawatiran tersebut, merupakan “warisan” dari mentalitas Snouck
Hurgronje yang ingin “merusak” atau menjauhkan masyarakat Islam
dari ajaran agamanya, yang semula sudah diterima secara

6! Amrullah Ahmad, Politik Hukum Islam..., h. 183-184.
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memperoleh bagian dari harta bersama masih pula memperoleh
bagian harta waris dari tirkah. Sistem kekerabatan patrilineal,
bilateral atau matrilineal masih menjadi acuan dalam pembagian
waris. Mengapa azas keadilan berimbang yang dipergunakan dalam
pembagian waris, bagaimana masalah aul, apakah sudah
menggunakan azas keadilan berimbang? Ini menjadi pertanyaan.

Problematika yang muncul dalam legislasi (termasuk Hukum
Kewarisan Islam) ini juga, masih soal “mentalitas” Snouck
Hurgronje-nian seperti disebut di atas. Sementara itu, ada kalangan
yang menilai legislasi hukum Islam, berarti menambah daftar “Figh
Madzhab Negara”, yang justru dianggap mendistorsi keberadaan
hukum Islam sebagai hukum yang universal dan dilaksanakan oleh
pemeluknya dengan sukarela, karena telah mengejawantah ke dalam
nilai yang hidup dalam masyarakat.

Karena “formalisasi” hukum Islam ke dalam Undang-undang
dan/atau perundang-undangan, maka terjadi “proses pendangkalan”
umat Islam terhadap referensi keagamannya. Dan ironisnya, justru
yang lantang dan vokal berpendapat demikian, adalah kaum
Muslimin itu sendiri. Soal hukum waris adalah soal “sensitive”,
setidaknya ini bisa dirunut dari masa-masa sebelum kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Staatblad 1937 Nomor 610 Pemerintah Kolonial Belanda
sudah mengambil kompetensi Pengadilan Agama Jawa dan Madura
dalam perkara kewarisan Islam, yang semula menjadi kompetensi
absolute, menjadi hanya kewenangan fatwa waris. Implikasinya,
karena hanya fatwa, maka pihak yang berperkara, tidak harus
mengikuti secara sukarela isi fatwa tersebut.

Langkah berikutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 63 UU
Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah excecutoir
verklaring atau fiat eksekusi setiap keputusan Pengadilan Agama
oleh Pengadilan Negeri, yang meskipun bersifat administratif,

“puslitbang  Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di
Indonesia..., h. 10-12.
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dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, ketika sampai tingkat kasasi
dialihkan kepada Peradilan Niaga.

Namun demikian, apapun yang ditulis oleh Prof Zaenuddin
Ali, prinsip bisa diterima, namun dengan beberapa penambahan.
Baik alasan filosofis, historis, yuridis, maupun sosiologis. Demikian
juga yang ditulis para narasumber, perlu diformulasi dengan
reasoning akademik dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
yang merupakan warga terbesar bangsa ini.

H. Keberlakuan Hukum Waris Sebagai Rahmatan Lil Alamin

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada
Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam untuk disampaikan kepada
umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang
harus dipalajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan
dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban
dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di
dunia sampai akhir zaman bahkan di akhirat, tetapi jika syariat Islam
dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya
bagi masyarakat Islam saja. Ajaran tentang penataan hukum dalam
kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang
dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang
terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja
disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib
diberlakukan.

Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang
mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam.
Bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang
beriman agar menjalankan hukumnya. Para ahli hukum di Indonesia
mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui
sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa
kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa

65puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan  Diklat
Kementerian Agama Rl, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di
Indonesia..., h. 13,
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tsu Keberlokuan Hukum Sengketa Kewarisan

Oleh karena itu tanpa dikaitan dengan keberadaan hukum di
masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa
bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam
masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan
kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul
masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan
diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung
pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi
negara. Ketaatan orang [slam terhadap pemerintah dalam
menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan
hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi ini, maka
ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif
yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam
harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan
secara prinsipil dengan syariat Islam. Jadi berdasarkan uraian diatas,
hukum Islam sejak dahulu menjadi patron dalam pengembangan
hukum nasional, walaupun tanpa mengesampingkan hukum adat
serta hukum kebiasaan lainnya yang belaku di masyarakat.
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